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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efektivitas peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro 

dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya 

telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang meliputi 

pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta penelitian 

kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan secara sistematis, 

berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaannya, PK tidak hanya menjalankan fungsi 

administratif, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan, 

pembinaan, pengawasan, serta dukungan psikologis kepada klien anak 

melalui pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif. Berdasarkan 

indikator efektivitas yang meliputi pencapaian tujuan, kualitas kerja, 

kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kepuasan kerja, pelaksanaan tugas 

dan fungsi BAPAS Kelas II Bojonegoro telah mampu mendukung 

tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana 

anak, khususnya dalam mewujudkan pembinaan, perlindungan hak anak, 
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serta reintegrasi sosial anak ke lingkungan masyarakat secara lebih baik 

dan berkeadilan. 

2. Dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, 

BAPAS Kelas II Bojonegoro masih menghadapi beberapa kendala yang 

mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pembimbingan. Kendala-kendala 

tersebut meliputi faktor ekonomi klien dan keluarganya, jauhnya jarak 

tempat tinggal klien dari wilayah kerja BAPAS, rendahnya kesadaran 

hukum keluarga terhadap pentingnya proses pembimbingan dan wajib 

lapor, serta keterbatasan kesiapan dan sumber daya Pembimbing 

Kemasyarakatan dalam menangani klien anak secara bersamaan dengan 

klien dewasa. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurang 

maksimalnya intensitas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien 

anak. Meskipun demikian, BAPAS Kelas II Bojonegoro tetap berupaya 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal melalui koordinasi antar 

pihak terkait, pendekatan persuasif kepada keluarga klien, serta 

penyesuaian program pembimbingan berdasarkan kondisi dan kebutuhan 

klien anak.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka 

saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro diharapkan 

dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pendampingan, 
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pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (Litmas) 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, 

serta optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi 

terkait lainnya. Selain itu, BAPAS perlu meningkatkan inovasi pelayanan 

pembimbingan, khususnya bagi klien anak yang memiliki keterbatasan 

ekonomi dan bertempat tinggal jauh dari wilayah kerja BAPAS, agar 

proses pembimbingan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan 

berkelanjutan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan 

perlindungan anak. 

2. Bagi Pegawai/Petugas Dinas Terkait 

Pegawai atau petugas pada instansi terkait, baik aparat penegak 

hukum maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penanganan 

anak yang berkonflik dengan hukum, diharapkan dapat meningkatkan 

koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan pihak 

BAPAS Kelas II Bojonegoro. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan 

pemahaman dan sensitivitas terhadap perlindungan hak anak agar proses 

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan 

secara cepat, tepat, terpadu, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi 

anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 

serta memberikan dukungan sosial terhadap proses pembinaan anak yang 
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berkonflik dengan hukum agar anak dapat kembali beradaptasi secara baik 

di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, keluarga dan 

masyarakat diharapkan lebih kooperatif dalam mendukung pelaksanaan 

pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan yang 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga proses reintegrasi 

sosial anak dapat berjalan secara optimal serta mampu mencegah 

terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari. 
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